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A. Latar Belakang Masalah 

Hukum bertujuan untukmewujudkan keselamatan, kebahagiaan, 

danketertiban di dalammasyarakat. Untukmencapai tujuan hukum tersebut, 

pemerintah berusaha untukmemperbesarpengaruhnya terhadap masyarakat degan 

berbagai alat yangada padanya. Hukum pidana adalahbagian dari keseluruhan 

hukum yangberlaku di suwatu negara, yangmengadakandasar-dasar danaturan-

aturanuntukmenentukan perbuwatan-perbuwatan mana yangtidak bolehdilakukan, 

yangdilarang, degan disertai ancaman atausanksi yangberupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar laranan tersebut.Dalamhukum pidana pasti tidak 

akanterlepas dari permasalahan-permasalahanpokok yangadalahsalah satu bagian 

penting dalamprosesberjalannya hukum pidana. 
1
 

Secara dogmatisdapat dikatakan, bahwa di dalamhukum pidana terdapat 

tiga pokok permasalahan,yaitu: “perbuwatan yangdilarang, orang yangmelakukan 

perbuwatan yangdilarangitu danpidana yangdiancamkan terhadap pelanggaran 

larangan itu”. Selain itubagian terpenting dalamhukum pidana yangsaat ini masih 

kurang mendapatperhatian ialah bagian mengenai pemidanaan.
2
Masalah 

pemidanaan adalahmasalah yangkurang mendapatperhatian dalamperjalanan 

hukum, bahkan ada yangmenyatakansebagai anak tiri (Maurach). Padahal syarat-

syarat yangharusdipenuhi untukmemungkinkan penjatuhan pidana, maka 
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masalahpemidanaan danpidana adalahmasalah yangsama sekali tidakboleh 

dilupakan.
3
 

Segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya 

akanberpuncak pada pemidanaan yangdapat merenggut kemerdekaanseseorang, 

kejahatan, penjahat (pembuwat kejahatan) danpidana, sertaadalahsyarat-syarat 

yangharus dipenuhi untukmemungkinkanpenjatuhan pidana. Maka masalah 

pemidanaan danpidana adalahmasalah yangsama sekali tidak boleh 

dilupakan.
4
Apabila dikaji lebih dalamfilsafat pemidanaan bersemayam ide-ide 

dasarpemidanaan yangmenjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan 

sebagaitanggung jawab subjek hukum terhadap perbuwatan pidana danotoritas 

publikkepada negara berdasarkan atas hukum. Sedangkan teori pemidanaan 

beradadalamproses keilmuwan yangmengorganisasi, menjelaskan dan 

memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat dansubjek hukum 

terpidana.
5
 

DalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat duwa 

jenissanksi yangdapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah 

melanggarhukum. Pengaturan mengenai jenis-jenis pidana tercantum dalamPasal 

10 KUHPterdiri dari “pidana pokok danpidanatambahan”. Pidana pokok meliputi, 

(1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidanakurungan, (4) pidana denda dan(5) 

pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UUNomor 20 Tahun 1946). Sedangkan 

pidana tambahan meliputi, (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan 
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barang-barang tertentu dan(3) pengumumanputusan hakim. Salah satu bentuk 

pidana yanglazim dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukankejahatan ialah 

pidana penjara.
6
 

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suwatu 

tindak pidana sehingga tercipta suwatu penegakanhukum, sebagai sarana 

pengayoman masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si seseorang yang 

melakukantindak pidana agar tidak melakukan ataumengulangi tindak pidana 

(tujuan represif). Selain produk 3 hukum, diperlukan pula para penegak hukum 

yangberperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalamrangka 

penegakanhukum, baik penegak hukum yangterkait langsung seperti Polisi, Jaksa, 

Hakim maupun penegak hukum yangtidak terkait secara langsung seperti 

misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung 

dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalammenciptakanketertiban 

masyarakat dalamkehidupan hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) danPasal 20 

ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan yangmendasari tugas danfungsi dari lembaga ini.  

Lembaga pemasyarakatan ialah salah satu pranata hukum yangtidak bisa 

dipisahkan dalamkerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya 

dalamkerangka Hukum Pidana. Sumbangan yangdiberikan salah satunya dalamhal 

pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya 

dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada 

narapidana bebas untukperiode-periode waktu tertentu. Tujuan dari pembinaan 
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yangdilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ialah agar narapidana tidak 

mengulangi lagi perbuwatannya danbisa menemukan kembali kepercayaan dirinya 

serta bisa diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan 

juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar 

narapidana mampu mengenal dirinya sendiri danmemiliki tingkat kesadaran diri 

yangtinggi.  

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak 

yangterkait antara lain petugas-petugas yangmelakukan pembinaan, instansi-

instansi yangterkait danyangpaling penting ialah peran serta masyarakat 

yangdiharapkan bisa membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat 

memiliki peranan yangsangat berarti dalamproses resosialisasi narapidana 

yangsaat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakanpada waktu narapidana 

selesai menjalani hukumannya dansiap kembali ke masyarakat tidak jarang 

muncul permasalahan dikarenakankurang siapnya masyarakat menerima mantan 

narapidana. Banyak masyarakat yangmerasa takut, curiga dankurang percaya pada 

mantan narapidana yangkembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan 

narapidana sudah menunjukkan sikapnya yangbaik. Masih banyak masyarakat 

yangmemperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yangmungkin menjadi salah 

satu pemicu seseorang mengulangi perbuwatan yangmelanggar hukum.  

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalamupaya mengembalikan 

narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya 

bersifat material atauspirituwal saja, melainkan keduwanya harus berjalan degan 

seimbang, ini adalahhal-hal pokok yangmenunjang narapidana mudah 
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dalammenjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Pembinaan 

di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta 

mental narapidana yangdianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah 

ke arah yangnormal dansesuwai degan norma danhukum yangberlaku. Di 

dalampelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-

komponen yangmenunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu 

petugas LAPAS, narapidana danmasyarakat. Hal ini dikarenakanketiganya saling 

berhubungan satu degan yanglainnya. 

Pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suwatu azas 

yangadalah pegangan ataupedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan 

yangdilakukan bisa tercapai degan baik. Untukitu, berdasarkan Pasal 5 Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, azas-azas pembinaan 

pemasyarakatan meliputi: 

 Azas Pengayoman 

 Azas Persamaan Perlakuwan danPelayanan 

 Azas Pendidikan 

 Azas Pembimbingan 

 Azas Penghormatan Harkat danMartabat Manusia 

 Azas Kehilangan Kemerdekaan AdalahSatu-satunya Penderitaan 

 Azas Terjaminnya Hak untukTetap Berhubungan Baik degan Keluwarga 

danOrang-orang Tertentu. 

http://www.suduthukum.com/search/label/undang-undang
http://www.suduthukum.com/search/label/undang-undang
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Dari uraian diatas menarik peneliti untukmengadakanpenelitian degan judul 

“Penerapan Azas-Azas Pembinaan Pemasyarakatan Pada Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II A Metro” 

B. Rumusan Permasalahan danRuwang Lingkup Penelitian  

1. Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan Uraian yangtelah di kemukakanpada latar belakang maka 

permasalahan yangakandi teliti ialah :  

a. Bagaimanakah penerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada 

lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro? 

b. Apa saja yangmenjadi hambatan dalampenerapan azas-azas pembinaan 

pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro? 

2.  Ruwang Lingkup Penelitian  

Ruwang lingkup ilmu dalampenelitian ini ialah penerapan azas-azas 

pembinaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro serta 

Faktor hambatan dalampenerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada 

lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro. 

C.  Tujuan danKegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yangdiajukan maka tujuan penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

a. Untukmengetahui penerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada 

lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro 
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b. Untukmengetahuihambatan dalampenerapan azas-azas pembinaan 

pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalampengembangan di 

bidang keilmuwan Hukum Pidana. yakni penerapan azas-azas pembinaan 

pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1) UntukPenulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang 

penerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada lembaga 

pemasyarakatan kelas II A Metro serta hambatan dalampenerapan azas-

azas pembinaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II 

A Metro 

2) UntukMasyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaaat 

untukmasyarat umum tentang penerapan azas-azas pembinaan 

pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metroserta 

hambatan dalampenerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada 

lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro 
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3) UntukPemerintah: Penelitian ini di harapkan bisa jadi saran 

untukpemerintah dalammelakukan kebijaksanaan dalammenangani 

masalah tentang penerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Dalamsetiap penelitian harus disertai degan krangka teori karena ada 

hubungan timbal balik yangerat antara teori degan kegiatan pengumpulan 

danpengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalamsuwatu penelitian 

akandapat dijelaskan fenomena hukum yangdihadapi degan mengedepankan 

teori-teori dalampenelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, 

azas - azas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut bisa digunakansekaligus 

atausalah satunya.
7
 Teori yangdigunakandalampenelitian ini ialah teori 

pemidanaan.  

Dalamilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yangmendasari 

pemidanaan. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia 

danbudaya manusia. Semakin majunya berbagai aspek kehidupan akansemakin 

diperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan. Secara tradisional teori pemidanaan 

bisa dibagi menjadi tiga teori yaitu : a) teori absolute atauteori pembalasan 

(vergeldings theorieen); b) teori relative atauteori tujuan (doeltheorieen); c) teori 

gabungan atauteori integral.  
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Menurut teori absolute ataupembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata 

karena orang telah melakukan suwatu kejahatan atautindak pidana. Dalamteori ini 

setiap tindak pidana yangdilakukan harus diikuti pidana tidak ada tawar menawar. 

Dalampenjatuhan pidana yangdilakukan tidak memperhitungkan mengenai akibat-

akibat yangtimbul dalampenjatuhan pidana maupun akibatakibat ataukerugian 

dari pihak masyarakat. Pengertian teori relative atautujuan yaitu pidana bukanlah 

hanya untukmelakukan Pembalasan terhadap seseorang yang melakukantindak 

pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. Tujuan pidana 

sebagai sarana pembinaan atauperbaikan pada seseorang yang melakukantindak 

pidana danpencegahan kejahatan. Adapun pencegahan kejahatan bisa 

dibedakandalamprevensi special bertujuan ingin mempengaruhi tingkah laku si 

terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi danprevensi general bertujuan 

mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. 

Diharapkan Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukantindak pidana 

bisa mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga masyarakat takut 

untukmelakukan tindak pidana yangtelah dilakukan oleh terpidana.  

Pengertian teori gabungan yaitu teori yangmenggabungkan antara teori 

absolute maupun teori relative. Teori gabungan bisa dikatakansebagai teori 

integral karena teori ini menganggap bahwa tindak pidana terjadi karena adanya 

gangguwan terhadap keseimbangan, keselarasan dankeserasian dalamkehidupan 

masyarakat. Degan demikian tujuan dari pemidanaan ialah memperbaiki 

kerusakanindividu maupun sosial yangdiakibatkan oleh tindak pidana. Dalamteori 
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ini pemidanaan tidak dimaksudkan untukmenderitakandantidak diperkenankan 

merendahkan martabat manusia.
8
 

 

 

2. Kerangka Konseptuwal 

Konseptuwal ialah kerangka yangmenggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yangadalahkumpulan dari arti-arti yangberkaitan degan 

istilah yangakanditeliti. Pokok permasalahan danpembahasan dalamskripsi ini 

agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep 

yangbertujuan menjelaskan istilah-istilah yangdapat dijadikan pegangan 

dalammemahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Peran ialah aspek dinamis kedudukan (status) apabila 

seseorangmelaksanakanhak dankewajibannya maka ia menjalankan 

suwatu peranan. 

b. Kejahatan ialah tiap kelakuwan yangbersifat tidak susila danmerugikan, 

danmenimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalamsuwatu masyarakat 

tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untukmencelanya 

danmenyatakanpenolakannya atas kelakuwan itu dalambentuk nestapa 

degan sengaja diberikan karena kelakuwan tersebut. 

E. Sistematika Penulisan 
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Dalampenelitian ini, penulis menggunakansistematika penulisan yangsistematis 

untukmembahas permasalahan yangditetapkan. Untukmengetahui keseluruhan 

isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuwat suwatu susunan sistematika secara 

garis besar sebagai berikut: 

I. Pendahuluwan 

Bab ini adalahbab pendahuluwan, yangmemuwat latar belakang dari pokok 

masalah skripsi ini, permasalahan danruwang lingkup. Selain itu didalambab 

ini memuwat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dankonseptuwal, 

serta sistematika penulisan. 

II. Tinjauwan Pustaka 

Bab ini adalahberisikan teori-teori tinjuwan pustaka yangterkandung dari 

literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, 

serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan. 

III. Metode Penelitian 

Dalambab ini penulis menguraikan metode yangdigunakandalampenulisan 

skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, 

pengumpulan data danpengolahan data analisis data. Serta penentuwan 

narasumber guna untukmembantu pengerjaan skripsi. 

IV. Hasil Penelitian DanPembahasan 

Uraian dalambagian ini terdiri dari bebarapa sub bagian, yangmenguraikan 

tentang jawaban berupa analisis danpembahasan  dari permasalahan yangada 

pada rumusan permasalahn. 



Adalahbab penutup dari penulisan proposal yangberisikan secara singkat hasil 

pembahasan dari penelitian danbeberapa saran dari penulisan sehubungan 

degan masalah yangdibahas serta memuwat lampiran-lampiran 

yangberhubungan degan penulisan. 
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V. Penutup 


